BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR M TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
27 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEMBAKAL,
PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh
Pembakal, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan Lembaga
Kemasyarakat Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah saat ini perlu dilakukan
penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun
2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pembakal, Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan Lembaga
Kemasyarakat Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359
e tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ];959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara’ Republik Indonesia Nomor
1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kakl,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 WNomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kals,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keu

Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungal
Tengeh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

10, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Hula Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomeor 30 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
27 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
PEMBAKAL, PERANGEAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DI KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 27
Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pembakal, Perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakat Desa di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2] dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagal berikut:

Pasal 13

(1) Pelaksana perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian.

(2) Dihapus.

(3) Besarnya uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai
berilcut: :



Pasal 30

i1} Dalam hal biaya penginapan dan makan minum telah ditanggung
oleh panitin penvelenggara atau  pihak ketiga lainnya, maka
Pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam
ranghka menghadiri f mengilouti undangan kegiatan dari
lembaga/instansi/ panitia pengundang, hanya diberikan  biaya
transport dan uang harian sesuai tingkatan Pelaksana SPPD yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Besar uang harian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan scbesar 30%, sedangkan pada hari pertama dan hari
terakhir dari yvang tercantum pada Surat Tugas diberikan 100%
dari uang harian sesuai tingkatan Pelaksana SPPD yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. HKetentuan Lampiran | diubah.
4., Ketentuan Lampiran Il diubah.

5.  Ketentuan Lampiran III diubah.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar S:Eifi&p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal & Pebruari 2029

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : & Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
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TANGGAL e Do

BESARAN UANG HARIAN DAN BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS

DALAM DAERAH HKABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

| HULL SUNGA] TENGAH

e

I KECAMATAN TUJUAN /DESA BESARAN UANG HARIAN (Rp.|
Na. TEMPAT HEDUDUKAN TUJUAN DALAM WILAYAH BATUAN
KECAMATAN TINGHAT A TINGKAT B
1. Haruyan OH 75,000 60,000
2. Labuan Amas Selatan OH 75,000 60,000
3. Labuan Amas Utars OH 75,000 60,000
. Barabai OH 75,000 60,000
3. Pandawsn OH 75,000 60,000
B, DESA Batu Benawa OH 75,000 60,000
% Hantaken OH 75,000 60,000
8. Batang Alai Selatan OH 75,000 60,000
Q, Batang Alai Utara OH 75,000 0,000 g
10. Batang Alai Timur OH 75.000 60,000 |
11, Limpasu OH 75,000 60,000
12. |DEBA TERPENCIL Barabai/sekitarnya yvang sejarak OH 100,000 835,000
13, |DESA BANGAT TERPENCIL Barabai/sekitarmya yang sejarak OH 200,000 150,000
14. |DESA SANGAT SBANGAT TERPENCIL Barabai /sekitarnya yang sejarak OH 300,000 250,000 ]
Catatan :

- Uang Harian terdiri dari: Uang Saku, Uang Makan, dan Transport Lolkal
Kriteria Desa Terpencil, yaitu: Desa Awang, Desa Batu Tunggal, Desa Pasting, Desa Tilahan,
Desa Sumanggl Seberang, Desa Nateh, Desa Pembakulan, Desa Muara Hungi

- Kriteria Desa Sangat Terpencil, yaitu: Desa Haruyan Dayak, Desa Datar Ajab, Desa Hinas Kanan,
Desa Kindingan, Desa Patikalain, Desa Hinas Kiri, Desa Atiran, Desa Juhu, Desa Datar Batung

. Kriteria Desa Sangat Sangat Terpencil, yaitu: Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai
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TANGGOAL 6 Pebrosri 2020

BESARAN UANG HARIAN, BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT, D
’ » DAN BESARAN PLAFON
BIAYA PENGINAPAN /HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN BELATAN

BESARAN BESARAN PLAFON BIAYA
s mmr;r.mm — mtm:nmm BESARAN PLAFON PENGINAPAN /HOTEL
TEN/KOTA p-) BIAYA TRANSPORTASI (Rp.)
TINGKATA | TINGKAT B . TINGKAT A | TINGKAT B
1. |Banjarmagin = | ©OH | 400,000 350,000 171,000 500,000 | 400,000
[ 2 Pavjarberw | OH | 400000 | 350000 | 152000 | 500000 | 400,000 |
3. |Banjar OH 400,000 | 350,000 | 142000 | 500000 | 400,000 |
4. |Barito Kuala | on 400,000 | 350,000 200000 | 500000 | 400,000
| 5. [Tapin | oM | 400000 | 350000 | 84000 | 500000 | 400000 |
6. |HuluSungaiSelatan | OH | 400,000 350,000 84,000 500,000 | 400,000
| 7. [HuluSungsiUters | OH | 400000 | 350000 | 74000 | 500000 | 400000
8. |Balangan | o | 4c0000 | aso000 | 74000 | 500000 | 400,000
o ftbalng | oM | soooc0 | o0 | ioso0 | soooo0 | aomooo
10. |Tanah Laut OH 400,000 350,000 181,000 | 500000 | 400,000
11 [tanshBumbu | OM | 40000 | ssoow | aaoco | 000 | 0000 |
12. |Kotabaru OH 400,000 350,000 366,000 500,000 400,000
Catatan ;

- Biaya transport sebagaimana tersebut di atas tidak diberikan
jika menggunakan fasilitas kendaraan pemerintah.
- Biaya dari terminal /tempat pemberhentian ke tempat tujuan
diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (FF. .
- Biaya transport sebagaimana tersebut di atas merupakan hiaya pulang-pergi.
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BESARAN UANG HARIAN, BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT, DAN BESARAN PLAFON BIAYA PENGINAPAN /HOTEL
PERJALANAN DINAB LUAR DAERAH KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BESARAN [ BESARAN PLAFON BIAYA
uut'ini;.u.l.lnun m " murlﬁtl;ﬁll!
No. PROVINSI TUJUAN BATUAN UDARA (KELAS '““:A' %MT
EKONOM]) i
TINGHAT A TINGHAT B (Rp.) TINGKAT A TINGEAT B

I |Aceh B OH 700,000 500,000 6,522,000 400,000 600,000 500,000

2 |Sumatera Utara OH 700,000 | 500,000 5,912,000 400,000 600,000 500,000

3 |Riau | on | 700000 | 500,000 4,522,000 400,000 600,000 500,000

4 |Kepulauan Riau OH 700,000 500,000 5,078,000 400,000 600,000| " 500,000

| 5 |Jambi OH 700,000 500,000 4,693,000 400,000 600,000 500,000
| 6 |Sumatera Barat | o | 700,000 500,000 5,142,000 400,000 600,000 500,000
7 |Sumatera Selatan OH | 700000 | 500,000 45220000 400000 | 600,000| 500,000
8 |Lampung OH 700,000 500,000 3,912,000 400,000 600,000 500,000
9 |Benglkulu | onm 700,000 | 500,000 5,600,000 400,000 |  600,000] 500,000
10 |Bangka Belitung OH 700,000 500,000 4,415,000 400,000 600,000! 500,000
11 |Banten OH 700,000 500,000 3,495,000 400,000 £00,000 500,000
12 |Jawa Barat OH 700,000 500,000 4,000,000 400,000 600,000 500,000
13 |DKI Jakarta OH 700,000 500,000 3,495,000 400,000 600,0000 500,000
14 |JawaTengah OH | 700000 | 500,000 4,522,000 400,000 600,000 500,000
15 |DI Yogiakarta OH 700,000 500,000 | 4,522,0000 400,000 600,000 500,000
16 |Jawa Timur 1 onu 700,000 500,000 4,522,000 400,000 | 600,000 500,000
17 [Bali o oH | 700,000 | 500,000 5,420,000 400,000 ) 600,000 500,000
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e BESARAN = I BESARAN PLAFON BIAYA
UANG HARIAN P — PENGINAPAN,/ HOTEL
(Rp.) BIAYA TRANSPORT | DESARAN PLAFON (Rp-]
No. PROVINSI TUJUAN SATUAN UDARA (KELAS BIAYA TRANSPORT
EKONOMI) RANDHA
TINGKAT A TINGKAT B (Rp.} (Rp:) TINGKAT A TINGKAT B

18 |Nusa Tenggara Barat OH 700,000 500,000 B,B88,000 400,000 600,000 Eu_u.unq'

18 |Nusa Tenggara Timur OH 700,000 500,000 7,920,000 400,000 600,000 500,000

| 20 |Kalimantan Barat OH | 700,000 500,000 5,776,000 400000 600,000 500,000
21 |Kalimantan Tengah OH 700,000 500,000 2,000,000 400,000 600,000 500,000
22 |Kalimantan Timur OH 700,000 | 500,000 2,000,000 400,000 600,000 500,000
23 [KalimantanUara | ©OH | 700,000 500,000 3,600,000 400,000 600,000 500,000
24 |Sulawesi Utara OH 700,000 500,000 6,630,000] 400,000 . 600,000 500,000
25 [Gorentalo | on | 700000 | 500000 | 6,100,000 400000 |  600,0000 500,000
26 [Sulawesi Barat | oH 700,000 500,000 6,130,000 400,000 600,000 500,000
27 |Sulawesi Selatan OH 700,000 500,000 | 5,710,000 400,000 | 500,000 500,000
28 [Sulawesi Tengah OH 700,000 | 500,000 6,130,0000 400,000 | £00,000] au-u._r:ggn_
29 [Sulawesi Tenggara OH | 700,000 500,000 6,480,000 400,000 600,000 500,000
30 |Maluku OH | 700,000 500,000 8,010,000 600,000 500,000
31 |Maluku Utara OH 700,000 500,000 8,010,000 600,000 500,000
32 |Papua OH | 700,000 500,000 9,359,000 600,000 500,000
| 33 |PapuaBarat OH 700,000 500,000 8,749,000 600,000 500,000




